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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan fiskal dan kesetaraan sosial dalam kebijakan
fiskal di Indonesia serta implikasinya terhadap daya saing nasional di arena perdagangan internasional. Pendekatan
yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat
Statistik (BPS), kementerian terkait, dan literatur akademik. Sampel data meliputi dokumen kebijakan fiskal,
laporan ekonomi, dan data perdagangan dari tahun 2019 hingga 2023. Teknik pengumpulan data meliputi studi
pustaka dan analisis isi, dengan langkah-langkah analisis meliputi reduksi data, penyajian naratif, dan verifikasi
melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang adil dan inklusif, termasuk
redistribusi fiskal dan partisipasi komunitas lokal dalam pengambilan keputusan, dapat memperkuat daya saing
nasional melalui peningkatan akses pasar global dan pengurangan ketimpangan sosial ekonomi. Kesimpulan utama
adalah bahwa penerapan prinsip keadilan dan transparansi dalam kebijakan fiskal dapat meningkatkan daya saing
ckonomi sekaligus memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata. Penelitian merekomendasikan
penajaman aspek redistribusi fiskal dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mencapai pemerataan manfaat
ekonomi.

Kata Kunci: keadilan fiskal, kesetaraan, daya saing, kebijakan publik, perdagangan internasional.

Abstract: This study aims to analyze aspects of fiscal justice and social equity within Indonesia’s fiscal policy and
its implications for national competitiveness in international trade. The research employs a qualitative approach
with secondary data analysis sourced from official entities such as the Central Bureau of Statistics (BPS), relevant
ministries, and academic literature from 2019 to 2023. Data collection methods include literature review and
content analysis, with analysis steps comprising data reduction, narrative presentation, and source triangulation
for validation. The findings reveal that fair and inclusive fiscal policies, including fiscal redistribution and local
community participation in decision-making, can enhance national competitiveness by increasing access to global
markets and reducing socio-economic disparities. The study concludes that applying principles of justice and
transparency in fiscal policy can boost economic competitiveness while ensuring sustainable and equitable growth.
Recommendations include strengthening fiscal redistribution mechanisms and increasing community involvement
to promote equitable economic benefits for all groups. This research highlights that integrating social justice
principles within fiscal policy is vital for maintaining a resilient and competitive economy in the face of global
trade challenges.

Keywords: fiscal justice, equity, competitiveness, public policy, international trade.

PENDAHULUAN perdagangan internasional makro ekonomi.
Indonesia sendiri tercatat sebagai negara
dengan kenaikan daya saing tercepat di
wilayah Asia, hal ini didorong oleh
kemudahan berusaha, kebijakan
pemerintah, potensi sosial dan budaya.

Daya saing nasional yang sangat
berpengaruh  terhadap nilai  tambah
kekayaan nasional merupakan hal yang
sangat  krusial = dalam  pendekatan
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Produktivitas dan efisiensi merupakan
elemen penting yang menentukan tingkat
daya saing suatu negara.

Dalam upaya meningkatkan daya
saing produk dan sektor domestik di pasar
global, kebijakan fiskal melakukan peran
strategis melalui pengelolaan penerimaan
dan pengeluaran negara. Pemerintah dapat
menggunakan kebijakan fiskal untuk
memberikan subsidi dan insentif fiskal
(seperti tax holiday, tax allowance, atau
pengembalian PPN) kepada sektor-sektor
yang berorientasi ekspor. Hal ini membantu
menurunkan biaya produksi, meningkatkan
profitabilitas  perusahaan ekspor dan
menstimulasi daya saing harga di pasar
internasional.

Kebijakan fiskal khususnya melalui
instrumen belanja negara, subsidi ekspor,
dan insentif pajak, memiliki peranan yang
sangat penting dalam mempengaruhi sektor
ekspor-impor dan perdagangan
internasional secara umum. Melalui
berbagai instrumen seperti belanja negara,
subsidi  ekspor, dan insentif pajak,
pemerintah dapat merangsang pertumbuhan
sektor ekspor.

Penelitian menunjukkan bahwa
belanja negara yang meningkat dapat
mendorong kegiatan ekonomi dengan
reaksi positif terhadap pertumbuhan ekspor
dan impor (Maheswaranathan & Jeewanthi,
2021; Ouakil et al, 2024). Misalnya,
pengeluaran pemerintah yang difokuskan
pada infrastruktur dan pengembangan
sektor-sektor strategis dapat meningkatkan
daya saing produk lokal di pasar
internasional. Selain itu, subsidi langsung
untuk ekspor juga dapat mengurangi biaya
produksi, membuat produk lebih kompetitif
di pasar global (Igesa et al., 2018).
Penelitian di negara-negara berkembang
menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang
terkoordinasi mampu memberikan manfaat

signifikan bagi sektor ekspor dan ekonomi
secara keseluruhan (Amin et al., 2024).

Di sisi lain, insentif pajak juga
berfungsi untuk meningkatkan investasi dan
daya tarik bagi pelaku bisnis, yang
selanjutnya berkontribusi terhadap
pertumbuhan perdagangan internasional.
Menurut penelitian di Sri Lanka dan
beberapa negara lainnya, kebijakan pajak
yang mendukung dapat meningkatkan
aliran investasi asing dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi jangka panjang
(Hasanov et al., 2018; Maheswaranathan &
Jeewanthi, 2021). Namun, perlu ada
keseimbangan agar kebijakan tersebut tidak
menghasilkan ~ defisit  fiskal  yang
berlebihan, yang dapat berisiko
menstabilkan perekonomian secara
keseluruhan (Flores-Sotelo et al., 2024).
Oleh karena itu, efektivitas kebijakan fiskal
dalam mendukung sektor ekspor-impor
sangat bergantung pada kemampuan
pemerintah untuk mengelola anggaran serta
menghindari utang publik yang tidak
berkelanjutan. Kebijakan yang
terkoordinasi dengan baik antara sektor
fiskal dan moneter juga penting untuk
memastikan  stabilitas ekonomi  dan
mendukung pertumbuhan perdagangan
yang positif (Ugwu & Ehinomen, 2024).

Kebijakan fiskal guna
meningkatkan daya saing nasional dalam
perspektif perdagangan internasional makro
ekonomi, tidak hanya mempertimbangkan
aspek ekonomi semata, namun juga
mempertimbangkan aspek keadilan soial
dan kesetaraan. Data menunjukan bahwa
masih terdapat ketimpangan dalam akses
kebijakan fiskal di Indonesia sehingga
mempengaruhi daya saing nasional yang
ditujukan melalui tingkat kemiskinan
indonesia dari tahun ke tahun (lihat gambar

).
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Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Pada tahun 2014, jumlah penduduk
miskin tercatat sebesar 27,73 juta jiwa
dengan persentase 10,96%. Angka ini
sempat meningkat menjadi 28,51 juta jiwa
(10,33%) pada tahun 2015, sebelum
mengalami  penurunan  yang  cukup
konsisten dalam beberapa tahun berikutnya.
Penurunan signifikan terjadi hingga tahun
2019 dengan jumlah penduduk miskin
mencapai 24,78 juta jiwa (9,22%). Namun,
pada tahun 2020, akibat dampak pandemi
COVID-19, terjadi lonjakan jumlah
penduduk miskin menjadi 27,55 juta jiwa
dan persentasenya naik menjadi 10,19%.
Setelahnya, tren kembali menunjukkan
penurunan hingga tahun 2024, di mana
jumlah penduduk miskin menurun menjadi
24,06 juta jiwa dengan persentase 8,57%.
Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan
upaya penanggulangan kemiskinan di
Indonesia yang cukup berhasil, meskipun
sempat terganggu oleh krisis akibat
pandemi.

Selain data kemiskinan, data
peringkat daya saing indonesia dari penting
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dalam studi ini (lihat gambar 2). Berikut
adalah data peringkat daya saing nasional
Indonesia berdasarkan Global
Competitiveness Index (GCI) yang
diterbitkan oleh World Economic Forum
dari  tahun 2007  hingga 2019
(Countryeconomy, 2019):

Tabel 1. Data Daya Saing Indonesia dari
2015-2019

Tahun Peringkat Skor CGI
2015 34 65,30
2016 37 64,60
2017 36 66,86
2018 45 64,94
2019 50 64,63

Sumber: Olahan peneliti (2025)

Peringkat daya saing Indonesia
menunjukkan fluktuasi selama periode
tersebut, dengan posisi terbaik pada tahun
2015 di peringkat 34. Skor GCI yang relatif
stabil mencerminkan tantangan dan upaya
yang berkelanjutan dalam meningkatkan
daya saing nasional. Perlu dicatat bahwa
sejak tahun 2020, World Economic Forum
tidak lagi menerbitkan Global
Competitiveness Index tahunan. Sebagai
alternatif, IMD World Competitiveness
Center menerbitkan World
Competitiveness Ranking. Namun, data
spesifik peringkat Indonesia dalam laporan
tersebut tidak tersedia dalam hasil
pencarian saat ini.

Teori Buchanan yang
mengemukakan bahwa kebijakan fiskal
harus dirancang untuk memastikan
distribusi sumber daya dan peluang yang
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adil di antara berbagai wilayah dan
kelompok sosial, sehingga mendorong
kesetaraan sosial (Kuehn, 2021; Marciano,
2020), menjadi sangat penting dalam
analisis daya saing internasional dalam
perdagangan internasional makro ekonomi.
Teori keadilan sosial dan kesetaraan dalam
kebijakan  fiskal ~—memiliki  beberapa
indikator yang meliputi transparansi,
akuntabilitas, kesetaraan antar-generasi,
dan prosedur konstitusional sebagai pilar
utama keadilan dalam kebijakan fiskal
(Buchanan & Wagner, 1977).

Penelitian =~ mengenai  analisis
kebijakan fiskal dengan berlandaskan Teori
Keadilan Sosial dan Kesetaraan menjadi
semakin  mendesak  dalam  konteks
pengelolaan ekonomi saat ini, terutama
terkait dengan transparansi, akuntabilitas,
kesetaraan antar-generasi, dan prosedur
konstitusional. Kebijakan fiskal yang
transparan dan akuntabel dapat memastikan
bahwa alokasi sumber daya publik
dilakukan  dengan  tepat,  sehingga
meminimalkan korupsi dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap
pemerintah (Juanda & Heriwibowo, 2016;
Sari et al., 2024). Selain itu, dalam
menghadapi  tantangan  seperti  krisis
ekonomi dan pandemi, penting untuk
menerapkan  kebijakan yang bersifat
inklusif dan responsif terhadap kebutuhan
berbagai generasi agar tidak ada kelompok
yang tertinggal (Nasution & Novalina,
2020; Rusdiyantoro & Simanjuntak, 2022).
Prosedur konstitusional yang mapan juga
sangat penting agar proses pengambilan
keputusan berkaitan dengan kebijakan
fiskal berlangsung secara adil dan
berdasarkan aspirasi masyarakat, yang pada
gilirannya akan memfasilitasi pencapaian
keadilan sosial (Akhmad et al., 2013; Jamil,
2020). Penelitian ini semakin relevan dalam
konteks perkembangan dinamika
perekonomian global dan nasional yang
membutuhkan kajian mendalam untuk

menciptakan kebijakan fiskal yang tidak
hanya stimulatif, tetapi juga adil dan
berkelanjutan  bagi  seluruh  lapisan
masyarakat (Meiyenti et al., 2023;
Munawar, 2021).

Beberapa  penelitian  terdahulu
menunjukan pentingnya kesetaraan dan
keadilan dalam kebijakan fiskal, seperti
halnya dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Liang et al., 2020
menunjukkan bahwa kebijakan
perdagangan yang adil dapat mengurangi
ketimpangan sosial dan ekonomi, serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan menjamin akses yang lebih baik
terhadap sumber daya. Penelitian lain juga
menunjukan pengelolaan fiskal secara lokal
yang setara dan adil berdampak pada
perekonomian masyarakat yang stabil
(Herdawati & Apriani, 2024). Pada tingkat
lokal, penelitian lain juga menunjukan
bahwa kebijakan fiskal pada pelaksanaan
pengelolaan Alokasi dana desa harus
dilakukan secara transparan dan dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis dan
administratif, agar tercipta keadilan dan
akuntabilitas (Kurniawan et al., 2021).

Hal ini sejalan dengan prinsip
keadilan distribusi yang diusulkan oleh
Buchanan, yang menyerukan agar
pemerintah menciptakan regulasi yang
memfasilitasi partisipasi kelompok yang
terpinggirkan dalam pembuatan kebijakan,
terutama terkait dengan sumber daya
lingkungan dan pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan (Liang et al., 2020).

Selanjutnya,  kesetaraan  akses
terhadap pasar global juga menjadi bagian
integral dari teori ini. Dalam konteks
makroekonomi, akses yang adil terhadap
pasar global dapat memperkuat daya saing
nasional dengan meningkatkan kemampuan
negara untuk terlibat dalam perdagangan
internasional. Menurut beberapa peneliti,
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akses terhadap teknologi baru dan inovasi
yang  dihasilkan  dari  perdagangan
internasional berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi dan daya saing
negara (Boikova et al., 2021). Oleh karena
itu, kebijakan yang mendorong inovasi dan
memastikan akses yang adil menjadi kunci
untuk menciptakan lingkungan
perdagangan yang lebih inklusif (Boikova
et al., 2021).

Dalam konteks pembuatan
kebijakan publik, Buchanan menekankan
bahwa pemangku kepentingan harus
dilibatkan dalam proses pengambilan
keputusan untuk memastikan bahwa suara
mereka diwakili, terutama bagi komunitas
yang kurang terlayani dan kelompok-
kelompok yang terpinggirkan dalam
struktur ekonomi global (Liang et al., 2020;
Wright & Merritt, 2020). Konsekuensi dari
pendekatan yang inklusif ini adalah
menciptakan sistem yang lebih adil di mana
distribusi kekayaan dan akses terhadap
peluang ekonomi dapat berlangsung secara
lebih merata (Liang et al., 2020). Hal ini
sejalan dengan tujuan untuk
mengoptimalkan potensi sumber daya
manusia  dan  memastikan  bahwa
keuntungannya tidak hanya dirasakan oleh
segelintir individu atau negara, tetapi oleh
masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penelitian ini
memiliki  tujuan  untuk menganalisis
bagaimana aspek keadilan dan kesetaraan
diterapkan dalam kebijakan fiskal di
Indonesia sehingga daya saing indonesia
dalam perdagangan internasional tidak
hanya mementingkan aspek ekonomi
namun juga dapat menjamin keadilan sosial
dan kesetaraan dalam akses kebijakan
fiskal.

METODE
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Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif yang berfokus pada analisis data
sekunder untuk mengkaji aspek keadilan
dan kesetaraan dalam kebijakan fiskal di
Indonesia sehingga berimplikasi pada daya
saing nasional dalam  perdagangan
internasional ekonomi makro.

Penelitian ini menggunakan
pendekatan  studi  kasus  kualitatif-
eksploratif sebagaimana dikembangkan
oleh Creswell (2007), dengan tujuan untuk
untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal
Indonesia menerapkan keadilan dan
kesetaraan  sehingga Indonesia dapat
bersaing dalam perdagangan internasional
dengan memperhatikan ekonomi dan
menjamin keadilan sosial dan kesetaraan
dalam akses kebijakan fiskal. Kajian ini
dilandasi oleh pendekatan teori Teori
keadilan sosial dan kesetaraan dalam
kebijakan  fiskal memiliki  beberapa
indikator yang meliputi transparansi,
akuntabilitas, kesetaraan antar-generasi,
dan prosedur konstitusional sebagai pilar
utama keadilan dalam kebijakan fiskal
(Buchanan & Wagner, 1977).

Pengumpulan data dilaksanakan
sejak tanggal 26 Maret 2025 hingga 9 April
2025 dari berbagai sumber, diantarnya
adalah https://www.bps.go.id/id,
https://www.scopus.com/sources.uri,
https://scholar.ecoogle.com/, Website resmi
pemerintah, dan lain sebagainya. Adapun
langkah-langkah penelitian ini adalah
sebagai berikut (lihat gambar 2).

Identifikasi

Kategorisasi

Analisis Data

Masalah

Data
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Gambar 2. Langkah-langkah Penelitian
Sumber: Olahan Peneliti (2025).

Analisis data dalam penelitian ini
mengikuti  model  interaktif = yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman
(1994), yang terdiri dari tiga komponen
utama: reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan/verifikasi. Proses
reduksi data dilakukan secara sistematis
sejak tahap awal pengumpulan data, dengan
menyaring informasi berdasarkan
relevansinya terhadap fokus penelitian,
yakni bertujuan untuk untuk melihat
bagaimana kebijakan fiskal Indonesia
menerapkan keadilan dan kesetaraan
sehingga Indonesia dapat bersaing dalam
perdagangan internasional dengan
memperhatikan ekonomi dan menjamin
keadilan sosial dan kesetaraan dalam akses
kebijakan fiskal. Penyajian data dilakukan
dalam bentuk narasi kontekstual untuk
mempermudah  identifikasi  pola-pola
hubungan antarkategori, Tahap terakhir
adalah  penarikan kesimpulan secara
berkelanjutan dan verifikasi melalui
triangulasi sumber guna menjamin validitas
serta konsistensi interpretasi temuan.
Dengan pendekatan ini, analisis tidak hanya
bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif
dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis mengenai aspek kesetaraan
dan keadian dalam permasalahan fiskal
pada persepktif daya saing nasional melalui
perdagangan internasional makro ekonomi
dapat dilihat melalui kasus ekspor bijih
nikel mentah pada tahun 2020. Tujuannya
adalah meningkatkan nilai tambah ekspor
nasional dan memperkuat daya saing
industri berbasis sumber daya alam.
Kebijakan ini menunjukkan keberhasilan
secara makro: nilai ekspor produk nikel
meningkat tajam—misalnya, dari USD 6,24
miliar (2020) menjadi lebih dari USD 30
miliar (2022) (sumber: Kemendag & BPS).

Dari sisi  pendekatan makroekonomi,
langkah ini memperkuat neraca berjalan,
meningkatkan cadangan devisa, dan
menarik Foreign Direct Investment (FDI),
terutama dari Tiongkok.

Namun, dalam perspektif James
Buchanan, terdapat masalah fundamental
terkait keadilan distribusi dan kesetaraan
akses  terhadap  hasil  perdagangan.
Berdasarkan Teori Buchanan analisis pada
studi ini dibagi kedalam beberapa aspek
meliputi transparansi, akuntabilitas,
kesetaraan antar-generasi, dan prosedur
konstitusional.

Aspek Transparansi dan Akuntabilitas
dalam permasalahan fiskal berdasarkan
perspektif daya saing melalui

perdagangan  internasional  makro
ekonomi
Aspek transparansi dan

akuntabilitas dalam kebijakan fiskal
memainkan peran kunci dalam mendorong
daya saing sebuah negara melalui
perdagangan internasional, terutama dalam
kerangka teori yang diajukan oleh James
Buchanan. Menurut Buchanan, kejelasan
dalam kebijakan fiskal penting untuk

menginformasikan dan melibatkan
masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan yang mempengaruhi

kesejahteraan mereka (Johnson, 2022).
Transparansi dalam anggaran pemerintah
dan penggunaan dana publik dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat,
yang pada gilirannya berdampak positif
terhadap iklim investasi dan daya saing.
Dalam konteks perdagangan internasional,
negara yang memiliki sistem fiskal yang
transparan cenderung menarik lebih banyak
investasi asing, karena investor
internasional mencari lingkungan yang
stabil dan dapat diprediksi untuk operasi
bisnis mereka (Adeosun et al., 2021).

Akuntabilitas, sebagai  bentuk
pertanggungjawaban pemerintah terhadap
pengelolaan keuangan publik, juga sangat
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penting. Jika kebijakan fiskal dijalankan
dengan akuntabilitas yang tinggi, maka
akan membangun reputasi yang baik di
mata investor dan mitra dagang, serta
mendorong partisipasi masyarakat dalam
diskusi kebijakan. Selain itu, pengawasan
yang kuat terhadap penggunaan anggaran
akan membantu memastikan bahwa dana
digunakan secara efisien dan efektif,
menghindari pemborosan dan korupsi, yang
bisa menjadi faktor penghambat utama
dalam mencapai pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan. Dalam konteks ini,
kerangka konstitutif yang kuat dapat
mengatur dan  membatasi  tindakan
pemerintah dalam pengelolaan fiskal,
mengurangi risiko perilaku oportunistik
yang dapat merusak daya saing negara di
arena global. Dengan demikian, penerapan
prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam
kebijakan fiskal tidak hanya mendukung
keadilan sosial menurut teori Buchanan,
tetapi juga merupakan strategi kunci untuk
meningkatkan daya saing makroekonomi
suatu negara dalam konteks perdagangan
internasional (Johnson, 2022). Kebijakan
yang berlandaskan pada prinsip ini akan
memungkinkan negara untuk membangun
fondasi yang kuat bagi pertumbuhan
berkelanjutan, sekaligus menjamin
kesejahteraan bagi seluruh generasi yang
akan datang.

Pada permasalahan aspek
transparansi terletak pada permasalahan
data ekspor bijih nikel indonesia da Impor
tiongkok. Meskipun Indonesia
memberlakukan larangan ekspor bijih nikel
mentah mulai Januari 2020, data dari
General Administration of Customs of
China (GACC) menunjukkan bahwa
Tiongkok masih mengimpor bijih nikel dari
Indonesia. Antara Januari 2020 hingga Mei
2023, tercatat impor sebesar 5,56 juta
metrik ton bijih nikel dari Indonesia ke
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Tiongkok (Reuters, 2023).

Disisi lain, permasalahan mengenai
transparansi juga terletak pada data ekspor
bijih nikel. Badan Pusat Statistik (BPS)
Indonesia tidak mencatat adanya ekspor
bijih nikel (HS 2604) selama periode
tersebut, namun GACC melaporkan impor
3,4 juta ton bijih nikel dari Indonesia senilai
US$193,6 juta pada tahun 2020 (Pebri,
2023).

Berdasarkan  kondisi  tersebut,
Analisis Transparansi Berdasarkan Teori
James M. Buchanan  menekankan
pentingnya transparansi dan akuntabilitas
dalam pengambilan keputusan fiskal.
Perbedaan data antara BPS dan GACC,
serta laporan ekspor ilegal bijih nikel,
menunjukkan adanya tantangan dalam
transparansi pelaksanaan kebijakan
larangan ekspor. Kurangnya transparansi
ini dapat mempengaruhi kepercayaan
investor dan reputasi Indonesia dalam
perdagangan internasional, yang pada
akhirnya berdampak pada daya saing
nasional.

Transparansi fiskal sangat penting
untuk meningkatkan daya saing suatu
negara di pasar global dengan mendorong
lingkungan ekonomi yang stabil dan dapat
diprediksi.  Kebijakan  fiskal  yang
transparan ~ memastikan  ketersediaan,
kelengkapan, dan kejelasan data keuangan,
yang sangat penting untuk evaluasi yang
tepat atas status keuangan suatu negara baik
oleh para pemilih maupun pasar keuangan
(Eker, 2020). Transparansi ini mengurangi
ketidakpastian mengenai kebijakan fiskal
dan hasilnya, yang mengarah pada penilaian
pasar yang lebih baik terhadap risiko
pemerintah dan peningkatan peringkat
kredit, yang sangat penting untuk menarik
investasi asing (Arbatli & Escolano, 2015)

Kebijakan  perdagangan  yang
transparan juga mendorong akses pasar,
mengurangi  biaya perdagangan, dan
mendorong kerja sama, yang sangat penting
untuk pertumbuhan perdagangan dan
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pembangunan  ekonomi.  Selain itu,
transparansi fiskal dapat menarik investasi
asing langsung (FDI) dengan menyediakan
lingkungan yang dapat diprediksi dan dapat
dipercaya bagi para investor. Negara-
negara dengan tingkat keterbukaan
anggaran yang lebih tinggi cenderung
menarik lebih banyak aliran masuk FDI,
karena transparansi selama pelaksanaan
anggaran dikaitkan dengan peningkatan
kepercayaan investor. Hal ini didukung
lebih lanjut oleh fakta bahwa kebijakan
ekonomi yang transparan dianggap sebagai
faktor kunci dalam keputusan bisnis, yang
mempengaruhi pendirian perusahaan asing
di wilayah tertentu (Mabillard & Vuignier,
2021).

Transparansi fiskal ~mendukung

daya saing dalam perdagangan
internasional dengan mengurangi
ketidakpastian, meningkatkan penilaian
pasar, mempromosikan kemudahan

berbisnis, dan menarik investasi asing.
Faktor-faktor ini secara  kolektif
berkontribusi pada lingkungan ekonomi
yang lebih stabil dan dapat diprediksi, yang
sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan dan daya saing di pasar
global.

Aspek Kesetaraan antar-generasi dalam
permasalahan fiskal berdasarkan
perspektif daya saing melalui
perdagangan  internasional  makro
ekonomi

Analisis aspek kesetaraan dalam
kebijakan fiskal, berdasarkan perspektif
James M. Buchanan, menekankan
pentingnya distribusi yang adil dari beban
dan manfaat kebijakan publik. Aspek
kesetaraan antar-generasi dalam konteks
permasalahan fiskal sangat penting untuk
dipertimbangkan, terutama dari perspektif
daya saing dalam perdagangan
internasional, sebagaimana diuraikan dalam
teori intergenerational equity. Teori ini
menekankan penciptaan kebijakan yang
tidak hanya menguntungkan generasi saat

ini, tetapi juga memperhatikan dampak
jangka panjang terhadap generasi yang akan
datang (Bessant et al., 2011; Thompson,
2005). Kebijakan fiskal yang adil dan
berkelanjutan dapat menciptakan kondisi
yang mendukung daya saing negara di pasar
global, dengan memperkuat investasi dalam
infrastruktur ~ dan  pendidikan  yang
diperlukan bagi pengembangan sumber
daya manusia (Aidhi et al., 2023).

Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya
antar-generasi ~ dapat ~ mengakibatkan
generasi mendatang menghadapi kesulitan
ekonomi dan sosial yang lebih besar, yang
pada akhirnya mengurangi daya saing
sebuah negara dalam konteks perdagangan
internasional. Oleh karena itu, kebijakan
fiskal yang berlandaskan pada prinsip
kesetaraan antar-generasi perlu diterapkan
untuk menghindari ketimpangan yang dapat
merugikan kesejahteraan ekonomi jangka
panjang. Misalnya, investasi dalam inovasi
dan teknologi yang berkelanjutan akan
meningkatkan produktivitas dan daya saing
produk di pasar internasional, serta
memberikan manfaat bagi generasi yang
akan datang (Aidhi et al., 2023; Shi et al.,
2022). Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang
adil dapat menghargai kontribusi semua
generasi, memberikan mereka kesempatan
untuk berpartisipasi dalam ekonomi dan
membangun fondasi yang kuat untuk
pengembangan berkelanjutan di masa
depan (Rahmah & Ibrahim, 2023;
Thompson, 2005). Dengan demikian,
penting bagi pembuat kebijakan untuk
memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak
hanya memprioritaskan keuntungan jangka
pendek, tetapi juga mengintegrasikan visi
yang lebih luas untuk menciptakan
kesejahteraan yang berkelanjutan bagi
generasi mendatang, sekaligus mendorong
daya saing yang lebih tinggi dalam
perdagangan internasional.

Kasus larangan ekspor bijih nikel mentah
oleh Indonesia pada tahun 2020
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memberikan gambaran tentang bagaimana
kebijakan tersebut mempengaruhi
kesetaraan ekonomi domestik dan daya
saing nasional dalam  perdagangan
internasional. Pemerintah  Indonesia
memberlakukan larangan ekspor bijih nikel
mentah mulai Januari 2020 dengan tujuan
mendorong pengolahan dalam negeri dan
meningkatkan nilai tambah produk nikel.
Kebijakan ini diharapkan dapat
memperkuat  industri  domestik  dan
meningkatkan penerimaan negara.
Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi di
Sulawesi Tengah, ketimpangan tetap
menjadi tantangan signifikan, terutama di
daerah pedesaan. Ekspansi industri nikel
menyebabkan deforestasi dan polusi, yang
berdampak negatif pada komunitas lokal
dan mata pencaharian mereka. Banyak
daerah penghasil nikel seperti Sulawesi
Tenggara dan Maluku Utara masih
mengalami  kemiskinan  tinggi  dan
ketimpangan pembangunan infrastruktur
dasar. Manfaat ekonomi dari ekspor nikel
lebih banyak terpusat di elite industri dan
pemerintah pusat, sementara masyarakat
lokal menghadapi dampak eksternalitas
seperti  kerusakan lingkungan, konflik
agraria, dan keterbatasan akses terhadap
lapangan kerja yang layak.

Pemerataan dalam kebijakan fiskal
sangat penting untuk meningkatkan daya
saing suatu negara di pasar global.
Kebijakan fiskal yang adil memastikan
bahwa sumber daya didistribusikan secara
adil, yang dapat mengarah pada
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif
dan peningkatan kesejahteraan sosial. Hal
ini, pada gilirannya, mendukung tenaga
kerja yang stabil dan produktif, yang sangat
penting untuk menjaga daya saing dalam
perdagangan internasional. Sebagai contoh,
kebijakan yang meningkatkan iklim
investasi dengan meningkatkan kualitas
peraturan, efisiensi bea cukai, infrastruktur,
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dan akses keuangan dapat secara signifikan
meningkatkan daya saing perusahaan di
pasar internasional (Seker, 2017).

Dengan berfokus pada
kesejahteraan global dan kebijakan yang
meningkatkan konvergensi dapat

memastikan ~ bahwa  manfaat  dari
perdagangan internasional didistribusikan
secara lebih merata, mengurangi risiko
ketidakstabilan ekonomi dan mendorong
daya saing jangka panjang. Oleh karena itu,
mengintegrasikan kesetaraan ke dalam
kebijakan fiskal bukan hanya masalah
keadilan sosial, tetapi juga merupakan
pendekatan strategis untuk meningkatkan
daya saing suatu negara dalam ekonomi
global.

Aspek Prosedur Kkonstitusional dalam
permasalahan fiskal berdasarkan

perspektif daya saing melalui
perdagangan  internasional  makro
ekonomi

Analisis mengenai prosedur

konstitusional dalam kebijakan fiskal,
berdasarkan teori James M. Buchanan,
menyoroti pentingnya penetapan aturan
dasar yang mengatur proses pengambilan
keputusan  fiskal untuk memastikan
transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
Aspek prosedur konstitusional dalam
permasalahan fiskal memiliki signifikansi
yang sangat penting dalam konteks daya
saing melalui perdagangan internasional,

khususnya ketika dikaitkan  dengan
pendekatan  Teori  Keadilan  Sosial
Buchanan. Teori ini  menekankan

pentingnya bagaimana kebijakan fiskal
dirumuskan dan diimplementasikan secara
transparan dan akuntabel, sehingga dapat
membantu menciptakan kondisi yang adil
bagi semua pihak terkait dalam sistem
perdagangan internasional (Aini, 2019).
Dalam praktiknya, prosedur konstitusional
memperkuat daya saing sebuah negara
dengan  memastikan  bahwa  semua
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keputusan  fiskal = diambil = melalui
mekanisme yang legitimate dan partisipatif,
sehingga mencerminkan aspirasi
masyarakat dan berupaya mengurangi
ketimpangan yang ada (Wahyudi, 2021).

Kebijakan fiskal yang berlandaskan
pada prosedur konstitusi yang baik dapat
menghasilkan ~ sumber  daya  yang
diinvestasikan dalam infrastruktur dan
inovasi, yang sangat penting untuk
meningkatkan daya saing di pasar global.
Hal ini memungkinkan negara untuk
berpartisipasi lebih baik dalam perdagangan
internasional, mengoptimalkan penggunaan
sumber daya, dan mendukung sektor-sektor
ekonomi yang  memiliki potensi
pertumbuhan tinggi. Misalnya, kebijakan
yang mendorong investasi dalam sektor
teknologi dan manufaktur akan
menghasilkan barang dan jasa yang mampu
bersaing secara internasional, dan ini juga
membutuhkan dukungan dari kebijakan
fiskal yang bijaksana dan prosedur
konstitusional yang kuat (Syafira et al.,
2023). Oleh karena itu, perhatian pada
aspek prosedur konstitusional dalam
kebijakan fiskal bukan hanya berfungsi
untuk memenuhi narasi keadilan sosial,
tetapi juga untuk membangun daya saing
makroekonomi yang relevan dalam konteks
perdagangan internasional (Suryadarma &
Faqih, 2023).

Dalam konteks larangan ekspor
bijih nikel mentah oleh Indonesia pada
tahun 2020, evaluasi terhadap prosedur
konstitusional yang diterapkan dalam
perumusan dan implementasi kebijakan
tersebut menjadi krusial, terutama dalam
kaitannya dengan daya saing nasional
dalam perdagangan internasional.
Pemerintah Indonesia ~ mempercepat
larangan ekspor bijih nikel dari rencana
semula tahun 2022 menjadi Januari 2020,
dengan tujuan mendorong pengolahan
dalam negeri dan meningkatkan nilai
tambah produk nikel Percepatan ini
menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh

mana prosedur konstitusional, seperti
konsultasi  publik  dan  keterlibatan
pemangku kepentingan, telah dilaksanakan
secara memadai. Selain itu, Uni Eropa
mengajukan  gugatan ke  Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) pada November
2019, menuduh bahwa larangan ekspor dan
persyaratan pengolahan domestik Indonesia
melanggar Pasal XI:1 dari General
Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
1994 . Pada November 2022, WTO
memutuskan bahwa kebijakan Indonesia
tersebut melanggar aturan perdagangan
internasional . Keputusan ini menunjukkan
potensi ketidaksesuaian antara kebijakan
domestik Indonesia dengan komitmen
internasionalnya, yang seharusnya
dipertimbangkan dalam prosedur
konstitusional (WTO, 2025)

Kebijakan ini memberikan dampak
signifikan bagi daya saing nasional dalam
perdagangan  internasional, Indonesia
mengalami lonjakan ekspor produk turunan
nikel. Pada Januari-Agustus 2022, nilai
ekspor produk turunan nikel mencapai
US$12,35 miliar, meningkat 263%
dibanding periode yang sama pada 2019 .
Indonesia menjadi produsen utama nikel
olahan, menyumbang 60% dari produksi
global, yang memperkuat posisi negara
dalam rantai pasok industri kendaraan
listrik (Financial Times, 2025).

Namun Indonesia mendapatkan
tantangan hukum internasional yaitu
Keputusan WTO yang menentang
kebijakan Indonesia dapat mempengaruhi
reputasi dan hubungan perdagangan
Indonesia dengan mitra dagang utama,
terutama Uni Eropa.

Aspek  prosedur  konstitusional
dalam kebijakan fiskal sangat penting untuk
mendukung daya saing melalui
perdagangan internasional secara makro.
Kerangka kerja konstitusional yang
didefinisikan dengan baik memastikan
bahwa kebijakan perdagangan transparan,
non-diskriminatif, dan berbasis aturan, yang
sangat penting untuk menghilangkan
distorsi pasar dan hambatan untuk masuk ke
pasar (Qaqaya, 2020).
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Kerangka kerja ini membantu
menciptakan lingkungan yang stabil dan
dapat diprediksi untuk perdagangan
internasional, yang sangat penting untuk
menarik investasi asing langsung (FDI) dan
mendorong efisiensi dan kesejahteraan
ekonomi (Weiss, 2020).

Selain itu, prosedur konstitusional
memberikan pendekatan terstruktur untuk
pembuatan kebijakan, memastikan bahwa
kebijakan perdagangan selaras dengan
tuyjuan ekonomi yang lebih luas dan
komitmen internasional. Oleh karena itu,
aspek prosedur konstitusional dalam
kebijakan fiskal sangat diperlukan untuk
meningkatkan daya saing perdagangan
internasional dan mencapai pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesetaraan  sosial ~ merupakan
elemen krusial dalam meningkatkan daya
saing nasional Indonesia di kancah
perdagangan internasional.  Kebijakan
fiskal yang dirancang dengan
mempertimbangkan aspek transparansi dan
akuntabilitas dapat memastikan distribusi
sumber daya yang lebih adil, sekaligus
mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa
dengan melibatkan masyarakat lokal dalam
proses pengambilan  keputusan dan
mengimplementasikan redistribusi sumber
daya yang proporsional, pemerintah dapat
meminimalisir ketimpangan serta
memberikan manfaat ekonomi yang merata.
Oleh karena itu, integrasi prinsip keadilan
dalam kebijakan fiskal bukan hanya sekadar
masalah moral, tetapi juga merupakan
strategi efektif untuk menciptakan daya
saing yang berkelanjutan di tingkat global.

Kebijakan yang menitikberatkan
pada redistribusi fiskal dan keterlibatan
aktif masyarakat lokal dalam pengambilan
keputusan tidak hanya memastikan manfaat
pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan
secara merata oleh seluruh lapisan
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masyarakat, tetapi juga memperkuat
legitimasi dan keberlanjutan kebijakan
tersebut. Selain itu, aspek transparansi dan
akuntabilitas dalam penyusunan kebijakan
fiskal membantu menciptakan ekosistem
ekonomi yang stabil dan kompetitif,
mendukung kepercayaan investor asing,
dan meminimalisasi risiko ketidakadilan
sosial.

Keberhasilan ~ dalam  menjaga
prosedur konstitusional dan mematuhi
regulasi internasional menjadi penopang
utama agar kebijakan fiskal tidak
menimbulkan  hambatan di  hadapan
perjanjian  perdagangan internasional,
seperti WTO. Penguatan kerangka hukum
dan mekanisme partisipatif di tingkat
nasional turut berkontribusi terhadap
terciptanya iklim perdagangan yang bersih,
adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian,
keseimbangan antara keadilan sosial dan
daya saing ekonomi merupakan fondasi
strategis yang harus terus dikembangkan
agar Indonesia mampu bersaing secara
efektif di pasar global sekaligus menjamin
kesejahteraan seluruh masyarakat secara
adil dan merata.

Penelitian ni memberikan
rekomendasi untuk melakukan redistribusi
fiskal afirmatif kepada daerah penghasil
sumber daya melalui skema Dana Bagi
Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) yang
proporsional dan transparan. Hal ini penting
agar pertumbuhan ekonomi yang didorong
oleh ekspor komoditas—seperti nikel, batu
bara, atau kelapa sawit—tidak hanya
memperkaya pusat atau pelaku industri
besar, tetapi juga memperkuat Dbasis
ekonomi lokal dan menurunkan
ketimpangan fiskal antarwilayah. Selain itu,
penguatan keterlibatan lokal dalam proses
pengambilan keputusan—terutama terkait
proyek hilirisasi dan kebijakan perdagangan
menjadi krusial. Hal ini selaras dengan
pandangan Buchanan bahwa kebijakan
ekonomi seharusnya lahir dari mekanisme
deliberatif yang menjamin keterwakilan dan
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partisipasi semua pihak yang terdampak.
Partisipasi lokal dapat meningkatkan
legitimasi kebijakan sekaligus memperkuat
kapasitas daerah dalam mengelola dampak
perdagangan global. Untuk menciptakan
ekosistem ekspor yang inklusif, perlu
dilakukan perluasan akses UMKM lokal
terhadap rantai pasok industri ekspor,
melalui  dukungan pelatihan teknis,
pemberian insentif fiskal, serta perluasan
akses terhadap kredit mikro. Strategi ini
tidak hanya akan meningkatkan
produktivitas pelaku usaha lokal, tetapi juga
membuka jalur bagi mereka untuk ikut
bersaing di pasar global secara lebih adil
dan berkelanjutan sesuai dengan semangat
keadilan dalam teori ekonomi
konstitusional Buchanan.
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